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EPILOG
MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAM , 

KEBEBASAN BERAGAMA
DAN KESETARAAN GENDER 

DI INDONESIA

Nina Mariani Noor

Menyoal dan mendiskusikan HAM dan Islam seakan tidak 
akan ada habisnya. Perdebatan tentang sesuai tidaknya HAM 
dengan Islam, tentang upaya-upaya untuk mengakomodasi HAM 
dalam masyarakat muslim telah banyak dilakukan. Indonesia 
sebagai sebuah negara yang plural dengan kebhinekatunggalika-
annya dengan mayoritas penduduk muslim, isu-isu HAM dan 
Islam menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara . 

Sudah banyak usaha yang dilakukan para penggerak dan 
aktifis HAM untuk mewujudkan keadilan dalam pemenuhan 
hak asasi manusia bagi seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi , 
tetap saja ada kelompok tertentu yang tertinggal dan terabaikan 
hak-hak fundamentalnya seperti perempuan serta kelompok 
minoritas. Keadaan tersebut tak lepas karena masih adanya 
pemahaman bahwa Islam tidak kompatibel dengan HAM atau 
pelaksanaan HAM secara utuh kadang bertentangan dengan 
norma dan aturan dalam Islam. Padahal, dalam teks-teks klasik 
Islam sudah ada pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan 
dengan HAM dan bagaimana pelaksanaannya yang tentunya 
tidak merugikan sesiapapun. 
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Berbicara mengenai HAM di Indonesia dan Islam, beberapa 
isu akan bersinggungan dan seringkali membuat umat Islam 
berdebat mengenai pelaksanaannya, antara lain adalah isu relasi 
antar umat beragama. Sebagai sebuah negara yang nasionalis 
religius, hubungan harmonis lintas iman tentunya sangat 
diperlukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat 
berjalan. Isu kebebasan beragama sering menjadi penyebab 
disharmoni dalam masyarakat. Jaminan kebebasan beragama 
yang tertuang dalam undang-undang tidak serta merta 
memberikan kebebasan beragama kepada, terutama kelompok 
agama yang tidak termasuk kelompok mainstream atau termasuk 
dalam kelompok minoritas agama. Mereka seringkali menjadi 
korban intoleransi dan dianggap tidak layak mendapatkan hak 
asasinya dalam kebebasan beragama, termasuk beribadah dan 
membangun rumah ibadah. Masalah perpindahan agama dari 
Islam ke agama lain juga sering menjadi pembicaraan yang 
hangat cenderung panas. Murtad/riddah dianggap sebagai 
tindakan yang layak dapat hukuman mati, padahal setelah 
ditelusuri lebih lanjut ternyata dalam memahaminya, terdapat 
pergeseran paradigma, yang dalam istilah Jaser Auda disebut 
pergeseran paradigma min hifz al-dīn ila kafālah al-hurriyah 
al-dīniyah (dari menjaga agama menuju menjamin kebebasan 
beragama). Islam menjamin kebebasan untuk memilih agama.

Sedangkan mengenai hubungan harmonis antarumat 
beragama dalam diskursus hukum Islam sudah tertera dengan 
jelas dalam sumber-sumber tekstual seperti QS. Al-Kahfi (18): 
29, QS. Al-Baqarah (2): 256 dan 143. Pemahaman kembali 
sumber-sumber tekstual tersebut dapat dijadikan dasar legalitas 
hubungan harmonis antar umat beragama. 

Pemerintah Indonesia sedang gencar menggalakkan 
program moderasi beragama, akan tetapi masih mencari konsep 
dan pijakan yang jelas, maka dalam salah satu tulisan di buku 
ini mencoba menawarkan pijakan fiqih dalam berkehidupan 
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beragama yang moderat.  Moderasi beragama merujuk pada 
sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman 
dalam praktik beragama. Bersikap moderat dalam beragama 
berarti mencari jalan tengah yag mempersatukan dan dan 
membersamakan semua elemen dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. 

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam 
tiap-tiap agama terdapat keragaman penafsiran atas ajaran 
agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual 
agama. Masing-masing penafsiran ajaran agama itu, biasanya 
memiliki penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang 
dipraktikkannya. 

Pengetahuan atas keragaman inilah yang memungkinkan 
bagi seorang pemeluk agama untuk dapat mengambil jalan 
tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia 
tidak memungkinkan dijalankan. Ketika seorang pemeluk agama 
tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang 
bisa ia tempuh akan membuatnya menjadi ekstrem dalam 
satu pemahaman tertentu. Moderasi beragama menjadi sangat 
penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang dalam 
beragama dalam konteks ini. Dalam Islam, bersikap moderat 
sangat dianjurkan.

Kelompok yang seringkali terabaikan hak asasinya adalah 
perempuan. Terkadang perempuan dianggap sosok yang pasif 
yang hanya layak menjadi objek penderita. Dalam kehidupan 
pernikahan, banyak problem yang dihadapi perempuan. Budaya 
patriarkhi yang kuat membuat perempuan sering termarginalkan 
dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang mengalami KDRT 
dan pengabaian hak istri dalam rumah tangga, dan menjadi 
korban kekerasan seksual. 

Bicara mengenai pernikahan dan hak perempuan, sebenarnya 
ada justifikasi fikih yang dapat digunakan. Pernikahan beda 
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agama menjadi salah satu fenomena yang semakin banyak terjadi 
di Indonesia karena semakin terbukanya interaksi antar anggota 
masyarakat yang sangat beragam. Pembacaan kembali dali-dalil 
dan pendapat ulama fikih klasik, dapat dijadikan pertimbangan 
dalam menyikapi pernikahan beda agama. Secara resmi, negara 
Indonesia memang belum mewadahi pernikahan beda agama, 
tetapi hal tersebut hendaknya tidak menghilangkan hak warga 
negara yang melakukan pernikahan beda agama. 

Dalam konteks kesetaraan laki-laki dan perempuan, 
dalam hukum islam Indonesia, taklik talak merupakan upaya 
perlindungan bagi perempuan dimana upaya pemutusan ikatan 
perkawinan tidak hanya hak bagi pihak laki-laki sebagai suami, 
tetapi juga perempuan sebagai istri. Oleh sebab itu, taklik talak 
dalam KHI dapat dijadikan sebagai salah satu alasan dalam 
perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Dalam pasal 116 
Kompilasi Hukum Islam, di samping menyebutkan alasan-alasan 
perceraian sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 
39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 
1975 juga ditambahkan dua alasan lain, yaitu: pertama, suami 
melanggar taklik talak; kedua, peralihan agama atau murtad 
yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 
tangga. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam kurang memiliki 
kekuatan dalam hirarki hukum di Indonesia, sehingga diperlukan 
revisi Undang-undang Perkawinan yang mencakup taklik talak 
sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. 

Sementara upaya yang dapat dilakukan untuk menekan 
terjadinya KDRT adalah: kesiapan menikah, muasharah bi 
al-ma’ruf; musyawarah dan al-suluh; menghadirkan fikih 
berwawasan gender dan sosialisasi dan penegakan UU PKDRT. 
Dalam hal perempuan menjadi korban perkosaan yang 
menyebabkan kehamilan, hak dia untuk meneruskan atau 
menggugurkan kandungannya.
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Kesemua isu di atas, dibahas dalam buku ini dengan merujuk 
pada teks klasik serta fikih yang dijalankan di masa lampau 
yang dapat dijadikan pijakan dalam menyikapinya. Ide -ide 
yang ditawarkan dalam buku ini berangkat dari kajian fikih dan 
maqasid Syariah yang dapat diterima oleh masyarakat muslim 
yang mempunyai kekuatan otoritatif dari para fuqaha klasik. 

Oleh karena itu, harapan itu masih ada, untuk mewujudkan 
keadilan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dengan tetap memenuhi hak asasi setiap warga negara, baik laki-
laki perempuan, apapun, dari bayi, anak-anak, remaja hingga 
dewasa, agama dan latar belakang etnisnya, tanpa perlu kuatir 
akan berseberangan dengan ajaran Islam bagi umat Muslim di 
Indonesia. Kita mestinya tetap optimis bahwa pelaksanaan HAM 
tidak pernah berlawanan dengan aturan dan norma-norma 
agama Islam. 

Pengetahuan serta ide yang dikupas dalam buku ini, semoga 
dapat menjadi rujukan tambahan bagi para praktisi di lapangan 
ketika menghadapi permasalahan HAM dalam masyarakat. 
Harapan itu masih ada, dan kitalah yang hendaknya terus 
menyemainya dengan konsisten membaca dan merujuk dari 
kajian-kajian sebelumnya.  

 Selain itu, ide dan gagasan dalam buku ini selanjutnya dapat 
dimanfaatkan para pemangku kepentingan, dalam menyikapi 
masalah-masalah atau isu yang berkaitan dengan HAM. Para 
pegawai KUA dan praktisi yang berhadapan langsung dengan 
masyarakat dapat mengosnultasikan isu-isu yang mungkin 
mereka hadapi, sedangkan para pembuat kebijakan dapat 
mempertimbangkan dalam sisi penguatan kebijakan yang lebih 
ramah HAM.  


